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MATRIKS PERBANDINGAN 

PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2019 DAN PERATURAN 

2019-2024 

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 

Tabalong Tahun 2019-2024 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABALONG BUPATI TABALONG 

Menimbang: Menimbang: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-
2024; 

a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-

2024, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2019-2024; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 

2019-2024; 

  

Mengingat: Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 

BUPATI TABALONG NOMOR 63 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan

 Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4698); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4698); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata 
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Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1213); 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1213); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2018 Nomor 15); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 06); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Per (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 
Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2018 Nomor 15); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02); 

 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tabalong Nomor 06); 

 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 

Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 03); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 
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Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 

Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabalong Nomor 04); 

 26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 

2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 

Nomor 35); 

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: Menetapkan: 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 
2019 - 2024. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 63 

TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TABALONG NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 

TABALONG TAHUN 2019-2024. 

 Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 

Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Perangkat Daerah 
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagai berikut: 

 
1. Di antara angka 3 dan angka 4, diantara angka 7 dan angka 8, 

serta diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka, yakni angka 3a, angka 7a dan angka 8a sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Tabalong. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 

berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan 
dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-

2024. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tabalong yang disusun setiap tahun. 

10. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
pada akhir periode perencanaan. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin  
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Tabalong. 

3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabalong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, 

baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, 

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-
2024 

7a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat Perubahan RPJMD adalah Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tabalong Tahun 2019-2024. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8a. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan 
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13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
14. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil 
(outcome) suatu program. 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-

2024. 
9. Rencana Keija Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tabalong yang disusun setiap tahun. 
10. Rencana Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada akhir periode perencanaan. 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
14. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil 
(outcome) suatu program. 

Pasal 2 Pasal 2 

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang 

dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. 

Tetap 

 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 Pasal 3 

Program dan Kegiatan di dalam Renstra disusun berpedoman pada 
RPJMD, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat 

Daerah. 

Program dan Kegiatan di dalam Perubahan Renstra disusun 
berpedoman pada Perubahan RPJMD, kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam Renja Perangkat Daerah. 

 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 Pasal 4 

Rancangan Dokumen Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh 

Bappeda untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

telah selaras dengan RPJMD. 

Rancangan Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah 

diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Perubahan 

Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Perubahan RPJMD. 

 4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 Pasal 5 

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 

a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 
c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat  

  Daerah; 

d. BAB IV :  Tujuan dan Sasaran; 

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan; 

b. BAB VI :  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 

a. BAB VII  :  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 
b. BAB VIII  :  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; dan 

c. Bab IX :  Penutup. 

(1) Sistematika Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah 
Tahun 2019-2024, meliputi: 

a. BAB I  : PENDAHULUAN; 

memuat latar belakang, dasar hukum 
penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar 

dokumen, serta sistematika penulisan. 

b. BAB II  :  GAMBARAN PELAYANAN KONDISI  

  DAERAH; 

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi 

Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat 
Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, 

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah 
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  

  STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; 

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan 
tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, 

telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah, dan telaahan Renstra 
K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten. 

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN; 
memuat tujuan dan sasaran jangka menengah 

daerah. 



 

 

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Rizki Pralianda Zein  6 

e. BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

memuat rumusan pernyataan strategi dan arah 
kebijakan. 

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN SERTA  

  PENDANAAN; 
memuat rencana program dan kegiatan, indikator 

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan 

indikatif. 
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

  URUSAN; 

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang 
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 
pencapaian RPJMD. 

h. BAB VIII :  PENUTUP; 

memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksana. 
(2) Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(3) Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan berdasarkan 

hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 Pasal 6 

Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Dihapus 

Pasal 7 Pasal 7 

Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Dihapus 

 Pasal 8    Pasal 8   

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah 

melakukan tindakan perbaikan/ penyempumaan. 

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan 
evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala 

Bappeda. 

Tetap 

Pasal 9 Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

Ditetapkan di Tanjung 

pada tanggal 23 Oktober 2019 
BUPATI TABALONG, 

Ttd 

ANANG SYAKFIANI 

Ditetapkan di Tanjung 

pada tanggal 24 Desember 2021 
BUPATI TABALONG, 

Ttd 

ANANG SYAKFIANI 

Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal 23 Oktober 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 
Ttd 

ABDUL MUTHALIB SANGADJI  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 

NOMOR 35 

Diundangkan di Tanjung 
pada tanggal 24 Desember 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 
Ttd 

ABDUL MUTHALIB SANGADJI  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 

NOMOR 63 

 


